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INTISARI 

Penangananan terkait Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan tanggung 

jawab bersama bagi pemerintah dan masyarakat. Kenakalan anak dalam era globalisasi saat 

ini tidak lagi merupakan fenomena yang sederhana, namun telah meluas menjadi isu yang 

sangat mengkhawatirkan. Saat ini, banyak kenakalan anak yang sudah termasuk dalam 

kategori kejahatan yang mengharuskan seorang anak menjalani hukuman pidana. Berbagai 

penyelesaian dan alternatif-alternatif lainnya yang melibatkan anak dalam proses hukum 

harus menjamin hak-hak anak ditangani dengan cara yang layak bagi anak-anak seusianya. 

Pembahasan pada penelitian ini berfokus pada analisis peran Indonesia pada kepatuhannya 

dalam Convention on the Right of the Child terkait Anak yang Berhadapan dengan Hukum 

(ABH), untuk mengetahui bagaimana Indonesia melindungi hak-hak Anak yang Berhadapan 

dengan Hukum (ABH). Dengan metode kualitatif, penelitian ini menekankan pada analisis 

konten. Penelitian ini menggunakan indikator dari teori kepatuhan rezim internasional untuk 

menganalisis temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia dalam 

tingkatan passive compliance terkait kepatuhannya pada Convention on the Right of the 

Child. Indonesia telah menjalankan komitmen yang telah disepakati, namun kurang 

memberikan pengaruh terhadap kondisi pemenuhan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan 

Hukum (ABH).  

 

Kata kunci : Convention on the Right of the Child, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, 

Teori Kepatuhan Internasional dan  passive compliance  
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ABSTRACT 

Handling about Children in Conflict with the Law (ABH) is a for the government and society. 

Child delinquency in the current era of globalization is no longer a simple phenomenon, but 

has expanded to become a very worrying issue. Currently, many child delinquencies are 

included in the category of crimes that require a child goes through an criminal punishment 

many kinds of solutions and alternatives that involve children in the legal process must 

ensure that children's rights are handled in a manner that is appropriate for children their 

age. The discussion in this research focuses on analysis of Indonesia’s role in its compliance 

with the Convention on the Right of the Child regarding to Children in Conflict with the Law 

(ABH), to find out how Indonesia protects the rights of Children in Conflict with the Law 

(ABH). Qualitative descriptive methodologies used in this research to obtain in-depth 

analysis. This research uses indicators from international regime compliance theory to 

analyze field findings. The results of the analysis show that Indonesia is in the level of passive 

compliance about its compliance with the Convention on the Right of the Child. Indonesia 

has carried out the commitments that have been agreed, but it has little effect on the 

condition of  implementation the rights of Children in Conflict with the Law (ABH). 

 

Keywords: Convention on the Right of the Child, Children in Conflict with the Law, 

International Compliance Theory and passive compliance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Anak-anak baru diakui hak asasi nya setelah sekian banyak anak-anak yang menjadi 

korban dari ketidakpedulian orang dewasa. Memperjuangkan hak ini tidak terjadi serta merta 

pada saat banyaknya anak-anak yang menjadi korban, tetapi melalui sebuah proses yang 

panjang dan tanpa henti (KemenPPA RI, 2014). Perhatian serius secara internasional 

terhadap kehidupan anak-anak baru diberikan setelah Perang Dunia I berakhir. Akibat perang 

tersebut banyak anak-anak menjadi yatim piatu, menderita kelaparan, dan terserang penyakit. 

Awal mula dari perjuangan mengenai hak-hak anak ini dilakukan oleh seorang wanita 

bernama Eglantyne Jebb, beliau merupakan pendiri dari organisasi internasional Save the 

Children, bermula dari gerakan inilah banyak para aktivis melakukan protes dan meminta 

perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Gerakan ini merupakan 

salah satu awalan gerakan kemanusia internasional yang memberikan perhatian secara khusus 

untuk keberlangsungan hak bagi anak-anak (Supriyadi W. Eddyono, 2007). 

 Usai Perang Dunia II berlangsung, anak-anak kembali menjadi salah satu korban yang 

sangat dirugikan akibat aktivitas perang. Pada tahun 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi 

Deklarasi Universal mengenai Hak Azazi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), 

dua tahun selanjutnya tepatnya pada tahun 1950 PBB mengadopsi Hak-Hak anak untuk 

kedua kalinya, lalu pada tahun 1979 tepatnya pada Tahun Anak Internasional (Lestari, 2017), 

PBB membentuk kelompok kerja untuk membuat rumusan Convention on the Right of the 

Child yang mencakup ke dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak. Yaitu, pertama hak untuk 

kelangsungan hidup, hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh 
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standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya, kedua hak untuk tumbuh kembang, yang 

meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup 

yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak, ketiga hak untuk 

mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan 

dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak 

pengungsi, dan keempat adalah hak untuk berpartisipasi, yang meliputi hak-hak untuk 

menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (UNICEF). Sepuluh tahun 

setelah itu Convention on the Right of the Child diadopsi oleh PBB pada tanggal 20 

November 1989 mengingat hak-hak anak ini merupakan instrumen Hak Azazi Manusia yang 

berawal dari sebuah kesepakatan guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak yang 

disahkan pada tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh 193 negara dan mulai berlaku sebagai 

hukum internasional pada 2 September 1990 (Lestari, 2017). 

Pengertian dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang 

disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan 

perlindungan (Herlina, 2004) . Dalam  Convention on the Rights of the Child sendiri 

mengenai ABH dibahas pada pasal 37 dan pasal 40 yang mengatur sedemikian rupa, dalam 

kedua butir pasal tersebut menjelaskan bahwa negara yang telah meratifikasi harus menjamin 

seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain 

yang tidak manusiawi Hukuman mati, atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, 

tidak boleh dikenakan pada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 

18 tahun, seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-

wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan 

hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-

singkatnya. Setiap anak yang menjalani masa penahanan harus diperlakukan secara 

manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan untuk anak seusianya. Mereka 
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berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau 

kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan khusus, setiap anak yang berhadapan dengan 

hukum berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak 

agar anak dapat berperan konstruktif dalam masyarakat (UNICEF). Penjelasan dua poin pasal 

tersebut bertujuan dengan memperhatikan ketentuan dari instrumen-instrumen internasional 

yang relevan, Negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut diwajibkan menjamin bahwa 

setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai jaminan-

jaminan sebagai berikut: (Alit Kurniasari) 

• Untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum; 

• Untuk secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan 

terhadapnya untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam 

mempersiapkan dan mengajukan pembelaannya 

• Untuk memperoleh keputusan atas masalah tersebut tanpa ditunda-tunda oleh pejabat 

atau lembaga pengadilan yang berwenang, kecuali jika dianggap hal itu bukan untuk 

kepentingan terbaik si anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, 

orangtua dan wali hukumnya yang sah; 

• Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan 

• Jika dianggap telah melanggar hukum pidana, anak berhak agar keputusan dan setiap 

tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya ditinjau kembali oleh oleh badan 

peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku; 

Negara yang telah meratifikasi harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, 

kewenangan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, 

disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana dengan menetapkan usia 

minimum sehingga anak-anak yang berusia di bawahnya dianggap tidak mempunyai 

kemampuan untuk melanggar hukum pidana.  
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 United Nations Standard Minimun Rules for the Administration of Juvenile Justice 

merupakan peraturan-peraturan minimum standar PBB mengenai administrasi peradilan bagi 

remaja, salah satu instrumen penting lainnya mengenai perlindungan hak-hak ABH dalam 

hukum internasional yang diadopsi dalam resolusi PBB No 40/33 tanggal 29 November 

1985.  Kemudian dalam resolusi PBB No 40/33 tanggal 29 November 1985 menghasilkan 

United Nations Standard Minimun Rules for the Administration of Juvenile Justice atau The 

Beijing Rules yang menyatakan bahwa peradilan bagi seorang anak yang melanggar hukum 

menurut sistem hukum masing-masing, dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum 

dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. Didalam United Nations 

Standard Minimun Rules for the Administration of Juvenile Justice atau The Beijing rules 

mengatur dan menjelaskan hal ini dalam peraturan 2.2 mengenai Ruang lingkup aturan dan 

definisi yang menjelaskan bahwa “anak“ dan “pelanggaran” sebagai komponen dari 

pengertian ABH dimana hal ini adalah subjek utama dari United Nations Standard Minimun 

Rules for the Administration of Juvenile Justice atau The Beijing Rules bahwa berat atau 

tidaknya hukuman yang akan diberikan oleh anak yang melakukan tindak kejahatan 

ditentukan berdasarkan sistem hukum masing-masing negara (United Nations Standard 

Minimun Rules for the Administration of Juvenile Justice ” The Beijing Rules"). 

 Peran United Nations Standard Minimun Rules for the Administration of Juvenile 

Justice atau The Beijing Rules ini sendiri hanya memberikan rambu-rambu peraturan agar 

tidak adanya kekeliruan mengenai terlalu mudanya umur seorang anak untuk menerima suatu 

hukuman, sebab anak-anak belum stabil mengenai emosional, mental serta intelektual 

sehingga belum bisa membedakan tindakan baik dan buruk. Di tambah lagi Indonesia saat ini 

hanya memberikan sedikit bantuan hukum, kurangnya tenaga peradilan yang terlatih serta 

membiarkan anak-anak menunggu terlalu lama didalam tahanan sebelum mereka diadili. 

Dengan asumsi tersebut Komite PBB mendesak Indonesia untuk melakukan reformasi 
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menyeluruh atas sistem peradilan anak dan merekomendasikan bahwa UNCRC, the Beijing 

Rules, the Riyadh Guidelines dan the Havana Rules menjadi panduan untuk Indonesia dalam 

merevisi hukum-hukum mengenai ABH (Sharyn Graham Davies, 2016).  

  Indonesia sendiri meratifikasi Convention on the Right of the Child melalui KepPres 

no 36 tahun 1990 tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1990. Langkah awal pelaksanaan 

Indonesia melakukan amandemen kedua UUD 1945 dengan memasukkan pasal 28B ayat 2 

pada 18 Agustus 2000 (KLA, 2017),  langkah selanjutnya mengenai prinsip dan perlindungan 

hak-hak anak Indonesia mengaturnya dalam UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak yang diadopsi dari Convention on the Right of the Child yang di atur secara 

internasional (Suhaimi, 2013), kemudian UU nomor 23 tahun 2002 diperbaharui kembali 

dalam UU nomor 35 tahun 2014 dengan alasan untuk meningkatkan perlindungan terhadap 

anak perlu dilakukan beberapa ketentuan dan penyesuaian dalam UU nomor 23 tahun 2002 

dan UU no 11 tahun 2012 tentang sistem pidana anak (Pejabat Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi Kementerian Pertahanan , 2018). Penangananan masalah Anak yang 

Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan tanggung jawab bersama, pemerintah dan 

masyarakat. Kenakalan anak pada era globalisasi saat ini tidak lagi merupakan fenomena 

sederhana, namun telah meluas menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini dapat kita 

liat berdasarkan tabel rekapitulasi kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Indonesia 

sebagai berikut :  

Jumlah kasus ABH Yang Dilaporkan di KPAI, Periode  2011 – 2018 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

695 1.413 1.428 2.208 1.221 733 1.399 1.434 10.531 

  Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

 

 Kompleksitas masalah ini bukan saja meningkat secara kuantitas, tetapi secara 

kualitas juga lebih beragam. Saat ini, banyak kenakalan anak yang sudah termasuk pada 
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kategori kejahatan yang memaksa seorang anak harus menjalani hukuman pidana. Berbagai 

penyelesaian perkara seperti pemeliharaan,pemberian bimbingan dan pengawasan; pemberian 

nasihat, masa percobaan, program-program pendidikan dan alternatif-alternatif lain sehingga 

memasukkan anak ke dalam lembaga rehabilitasi harus disediakan guna menjamin anak-anak 

ditangani dengan cara yang layak bagi kesejahteraan mereka, dan sebanding baiknya dengan 

keadaan mereka, maupun dengan pelanggaran yang dilakukan (Mirwansyah, 2020). 

Sumber : Ditjen PAS Kemenkumham,2018 

 Dari data yang telah penulis peroleh dapat dilihat, lebih dari 50% ABH di Indonesia 

masih ditempatkan dalam lapas orang dewasa, atas data inilah penulis berasumsi bahwa hak-

hak anak yang berhadapan dengan hukum yang telah tertuang dalam Convention On The 

Right Of The Child serta resolusi PBB yang sudah di sepakati telah dinilai tidak efektif 

dijalankan oleh Indonesia. Jika hal ini terus dibiarkan seorang anak yang memasuki penjara 

berarti memberikan pendidikan negatif kepada anak, sebab di dalam penjara penghuninya 

adalah mereka yang diidentifikasikan sebagai seorang kriminal, maka anak tersebut akan 

mengimitasi tingkah laku yang jahat. Sangat berbahaya bagi anak untuk terkontaminasi 

kriminal saat dalam penahanan menunggu persidangan dan tentu hal ini tidak dapat 

diremehkan, karena perilaku kriminal dapat dipelajari dalam interaksi dengan orang lain 
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dalam suatu proses komunikasi (Kementerian Sosial, 2011). Dari uraian tersebut, penulis 

tertarik untuk mengajukan tulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS 

PASSIVE COMPLIANCE DALAM CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD 

TERKAIT ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Pembahasan pada penelitian ini berfokus pada analisis peran Indonesia pada 

kepatuhannya dalam Convention on the Right of the Child terkait Anak yang Berhadapan 

dengan Hukum (ABH), untuk mengetahui bagaimana Indonesia melindungi hak-hak Anak 

yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Atas pertimbangan serta penjelasan yang tertulis 

dalam latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

“ Bagaimana analisis Passive Compliance dalam Convention On The Right Of The Child  

terkait Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia? ” 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui analisis passive compliance Indonesia dalam Convention of the right on 

the  child terkait ABH  

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis 

Menjadi bahan observasi untuk penelitian selanjutnya maupun penelitian serupa dan 

juga besar harapan saya agar penelitian ini akan menjadi acuan serta sumber  

informasi bagi peneliti lainnya dalam kasus yang serupa 

1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis 

Memberikan pemahaman bagaimana sebuah negara melindungi hak-hak ABH, 

terkhususnya upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam melakukan hal 

tersebut.  
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